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Senayan Mendukung Langkah Pemerintah

Pengangkatan Terpusat, Bisa
Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Senayan mendukung langkah Pemerintah Pusat
(Pempus) mengambil alih pengangkatan guru
nasional. Kebijakan tersebut diharapkan para
guru bisa semakin sejahtera.

WAKIL Ketua Komisi X DPR
Lalu Hadrian Irfani mengatakan,
pengangkatan guru nasional oleh
Pempus bisa menjadi momentum
untuk membenahi tata kelola
gury secara nasional. Tujuannya
agar lebih objektif, terukur. dan
benar-benar berdasarkan kebutu
han serta kualitas.
"Pengelolaan pengangkatan
puru secara lebih terpusat dapat
memberikan kepastian dan per
lindungan vang lebih baik bagi
para pendidik.” kata Lalu Hadrian
di Jakana, Kamis (17/9/2026).
Sehelumnya, Presiden Prabowo
Subianto menyampaikan, Fempus
akan mengambil alih pengang
katan guru nasional. Karena per
baikan pendidikan dimulai dari
proses rekrutmen gury. “Sekarang
kalau tidak salah, kita sedang
hicarakan hak mengangkat guru
kembali ke Pemerintah Pusat,”
kata Prabowo dalam program
Presiden Prabowo Menjawab,
dikutip Kamis. (17/9/ 2026).
Lalu Hadrian melanjutkan,
sistem tersebut dirancang agar
guru tidak mudah terseret atau
dimanfaatkan dalam kepentingan
politik praktis di tingkat daerah.

Karena gurwharus fokus mendidik
anak-anak banpsa. Jangan sarmpai
proses pengangkatan atau keber
lanjutan karier guru dipengaruhi
oleh kepentingan politik praktis
di daerah.

Dia menegaskan, pengambila
lihan kewenangan pengangkatan
muru tidak boleh berhent pada pe
rubahan administrasi dan tata kelo
la kepegaw aian. Kebijakan tersebut
perlu ditkuti dengan peningkatan
kesejahteraan guru secara nvata.
Jangan sampai hanya memindah
kan kewenangan pengangkatan
dari daerah ke pusat, tetapi kese
jahteraan guns tidak berubah.

la menyebut, masih banyak
guru menerima penghasilan yang
belum sebanding dengan beban
dan tanggung jawab profesinya.
Karena itu, pembenahan sistem
rekrutmen perlu berjalan berir
ingan dengan peningkatan pen
dapatan, kepastian status kepega
waian. perlindungan profesi. serta
akses pengembangan kompetensi.

Dia menambahkan, guru adalah
ujung tombak pendidikan. Ti
dak mungkin berharap kualitas
pendidikan meningkat kalau kese
jahteraan gurunya masih rendah.

Lalu Hadrian Irfani

" Jadi reformasi pendidikan mesti
menempatkian gurn sebagai salah
satu prioritasutama,” kata legislator
asal Nusa Tengaara Barat (NTE) ind
Karena itu, Pemerintah mesti
segera menyusun desain ke
bijakan vang komprehensif apa
hila kewenangan pengangkatan
gurt benar-benar dikembalikan
ke Pempus. 'Desain tersebut
perlu memastikan pemerataan
distribusi gunu, kesesuaian kebu
tuhan sekolab, rekrutmen herba
sis kompetensi, serta kepastian
kesejahteraan,” harap dia.
Keta Badan Anggaran (Bang
gar) DPR Said Abdullah me
nambahkan, sumber pembiayaan
gaji Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) akan dialihkan

ke Anggaran Pendapatan dan Be
lanja Negara {APBN) mulai 2027
“Banggar DPR dan Pemerintah
telab menyepakati untuk gaji atau
honorarium PPPK ditanggung oleh
pusat melalui APBIN, ™ kata Said di
Jakarta, Rabu (16/92026).
Menurut Said, mayoritas PRPK
yang. pembiayaannya bersumber
dari AFBD merupakan guru dan
tenaga pendidik di daerah, Penga
lihan sumber pembiayaan tersebut
akan memberikan kepastian ter
hadap pembayaran gaji mereka.
Said mengatakan, kesepakatan
tersebut juga merespons kekha
watiran PPPK. mengenai keber
lanjitan konrrak kerja. Karena i,
dengan angparan Rp 23 triliun yang
disepakati dalam RAPBN 2027
para PPPK tidak khawatir menge
nai kebutuhan gaji tahun depan.
la menilai, PPPK memiliki
peran penting dalam pelayanan
publik, terutama sektor pen
didikan di daerah. Karena itu.
Banggar DPR memandang perlu
memberikan kepastian terhadap
kebutuhan anggaran mereka.
Keputusan tersebut juga menin
daklanjuti kesepakatan antara
pimpinan DPR dan perwakilan
PPPK yang sebelumnya me
minta kejelasan mengenai ke
berlanjutan pekerjaan mereka.
Said menambahkan, kabar haik
tersebut sekaligus memberi an
gin segar hagi daerah agar tidak

dibayang-bayangi lagi dengan
herhagai persoalan yang terkait
dengan kelangsungan PPPK ke de
part. Hal it juga akan meringankan
hehan APBD sehingga menjadi
kesempatan bagi daerah uniuk hisa
menyelengparakan agenda pem
hangunan karena berkurangnya
heban anggaran rutin untuk FFPK.
Sementara itu, Wakil Menteri
Dalam Negeri (Wamendagri)
Ribka Haluk mengatakan, penga
lihan tata kelola guru dari Pemda
ke Pemnpus perlu mendapat per
hatian seiring dengan belum
meratanya distribusi guru antar
wilayah. Karena itu, Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) akan
mengawal pelaksanaan pengalih
antata kelola PPPK guru tersebu,
"Dengan mempertimbangkan
permerataan kebutuhan guru dan
keterbatasan kapasitas fiskal dae-
rah, pengalihan tata kelola ke
Pempus sehagai opsi yang perlu
didukung regulasi dan mekanisme
pelaksanaan yang jelas,” kata Ribka
di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Karena itu, kata Ribka, perlu
nya kejelasan skema pengalihan
sehagai dasar bagi Pemda untuk
melakukan tindak lanjut atau
kebijakan tersebut "Kami siap
mengawal Pemda setelah me
kanisme dan regulasi yang men

jadi dasar pengalihan ditetapkan

oleh kementerian dan lembaga
terkait,” pungkasnya. m TIF
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